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PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

BISNIS PROSES LEVEL O (L0)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan

yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, maka

diperlukan bisnis proses yang memuat seluruh proses

sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang

ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

                              b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi tentang Bisnis Proses Level O (L0)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005

sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5598);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 13);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG BISNIS

PROSES LEVEL O (L0) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

Bisnis Proses Level O (L0) Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan acuan bagi

setiap unit kerja untuk membangun dan menata tatalaksana

(business process) di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

Bisnis Proses Level O (L0) Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 3

Setiap unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

harus memiliki Peta Bisnis Proses dan ditetapkan paling

lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan

Menteri ini.

Pasal 4

(1) Penetapan Peta Bisnis Proses unit organisasi Eselon I

dilakukan oleh pimpinan unit organisasi Eselon I

dalam Keputusan pimpinan unit organisasi Eselon I

yang bersangkutan.

(2) Penyusunan Peta Bisnis Proses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), unit organisasi Eselon I berkoordinasi

dengan Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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